
BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NO MOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN 
KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN 

DI KABUPATEN SAMBAS 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sambas, Standar Operasional Prosedur 
Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang 
dan Tindak Kekerasan yang telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme 
Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak 
Kekerasan di Kabupaten Sambas perlu disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a 
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan 
Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di 
Kabupaten Sambas; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tantang 
Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

--- --------- --- --- --- ---- 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambaha Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5332); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasab Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604 ); 



Menetapkan 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi 
dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4818 ); 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Standar Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan 
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi 
Saksi dan/ atau Kor ban Tindak Pidana Perdagangan 
Orang; 

15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak 
(Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 
2007 Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan 
Anak (Lemabran Daerah Propinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sambas tahun 
2016 Nomor 28); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN KORBAN 
PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN DI 
KABUPATEN SAMBAS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sambas. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sambas. 

6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan,pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan danpenyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan uang atau memberikanbayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 
antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi. 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan 

8. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suamu istri, atau suami 
istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai 
dengan derajat ke tiga; 

9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi 
sosial dan/ a tau organisasi kemasyarakatan; 

10. Karban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, 
fisik, seksual, ekonomi dan/ a tau sosial yang diakibatkan tindakpidana 
perdagangan orang. 

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau 
tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan 
bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya 
kemerdekaan seseorang. 

12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk 
memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar 
operasional yang ditentukan. 

13. Pencegahan perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala 
ben tuk dan praktik yang berindikasi pad a tindak pidana perdagangan 
orang. 

14. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada 
saksi dan/ atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan 
psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi 
guna pemenuhan hak saksi dan/ a tau korban tindak pidana 
perdagangan orang. 

15. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. 
16. Non Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur 

hukum. 
17. Penanganan pengaduan/pelaporan adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti 
laporan adanya tindakkekerasan terhadap perempuan dan anak yang 
diajukan korban, keluarga ataumasyarakat. 



18. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirim korban kepada 
lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan 
penanganan secara lebih komprenhensif. 

19. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

20. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan 
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

21. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh 
negara untukmelaksanakan peraturan perundang-undangan. 

22. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping 
hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi 
dan/ atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif 
gender. 

23. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari luar 
negeri ke titik debarkasi/ entry point a tau dari daerah penerima ke 
daerah asal. 

24. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak 
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan 
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. 

25. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan 
perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan 
orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga 
terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi 
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan 
hukum bagi saksi dan/ atau korban tindak pidana perdagangan orang. 

26. Gugus Togas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka 
melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan 
yang terkait dengan pencegahan dan penanganan koban perdagangan 
orang. 

27. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu 
unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan. 

28. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah 
lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis 
rumah sakit, dikelola bersama -sama dalam bentuk pelayanan medis ( 
termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan 
melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat 
penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan /atau 
pembimbing rohani. 

29. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat 
berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan 
layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban 
Perdagangan Orang meliputi : 
a. Pelayanan Pengaduan kasus dan pencatatatan dan pelaporan 
b. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan 



c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial 
d. Pelayanan Bantuan Hukum 
e. Pelayanan Pemulangan 
f. Pemberdayaan Korban 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

( 1) Maksud ditetapkannya standar operasional mekanisme penanganan 
korban perdagangan korban adalah agar penyelenggaraan pelayanan 
bagi korban perdagangan orang yang cepat, mudah dan berorientasi 
pada pemulihan korban. 

(2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur mekanisme 
penanganan korban pedagangan orang adalah untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan anak 
secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel. 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasa14 

( 1) Standar Operasional Prosedur Penanganan korban Perdagangan Orang, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

(2) Mekanisme Pelayanan saksi dan/ atau korban perdagangan orang, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan orang 
dapat dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban perdagangan orang. 

Pasal 6 

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang 
dilakukan secara sistematik, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan 
guna pemenuhan hak saksi dan/ atau korban Perdagangan Orang. 

Pasal 7 

Dalam hal saksi dan/ a tau korban perdagangan orang adalah anak, Standar 
Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak 
anak dan kepentingan terbaik bagi anak. 



BABV 
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal8 

(1) Setiap Anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas, serta Satuan Tugas 
Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaporkan hasil pelaksanaan 
kegiatan layananan bagi saksi dan/ atau korban perdagangan orang 
secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua 
Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas. 

(2) Lembaga penyedia layanan penanganan saksi dan/ atau korban 
perdagangan orang di Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan 
layanan bagi saksi dan/atau korban secara periodik paling sedikit 6 
(enam) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian 
Gugus Togas. 

(3) Ketua Gugus Togas menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi sebagaimana ayat (1) kepada Bupati. 

Pasal 9 

Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah melakukan 
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaaan Standar Operasional Prosedur 
penanganan korban perdagangan orang. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Operasional 
Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang yang sedang berjalan 
tetap dilaksanakan, untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan 
Peraturan Bupati Ini. 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas 
Nomor 9 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme 
Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di 
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 
9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 3 Maret 201 7 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 3 Maret 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

TTD 

ARLIZEN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 5 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BA IAN HUKUM 

MA NI 
Pembina Tk.I (IV /b) 

NIP. 19680612 199710 1 001 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 5 TAHUN 2017 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

MEKANISME PENANGANAN KORBAN 
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN 
SAMBAS 

MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN/ ATAU KORBAN PERDAGANAN ORANG 

B. REHABILITASI 
KESEHATAN 

[} 

• Pelayanan non 
kritis 

• Pelayanan semi 
kritis 

• Pelayanan kritis 

F. REINTEGRASI 
SOSIAL 

• Penyatuan 
dengan 
keluarga/ 
keluarga 
pengganti 

• Pemberdayaa 
n ekonomi 
dan sosial 

• Pendidikan 
• Monitoring/ 

Bimbingan 
lanjutHome 
Visit 

E.PEMULANGAN 

• Dari Kab Sambas 
ke Kaluarga / 
keluarga penganti 

D.BANTUAN HUKUM 

C.REHABILITASI 
SOSIAL 

• Kontrol sosial 
• Konseling awal 

Konseling 
Lanjutan 

• Bimbingan mental 
dan spiritual 

• Pendampingan 
• Rujukan 
• Home Visit 

• Screening 
• Asesmen 
• Rencana 

Intervensi 

IDENTIFIKASI 

Datang 
Sendiri 

Rujukan 

• Perlindungan 
saksi dan/atau 
korban 

• BAP 
• Penuntutan 
• Putusan 
• Restitusi 

y 

AD M I N I ST RA S I dan PE N DAT A AN 

Prinsip HAM, Gender, dan Anak 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
KEPALA BAGI N HUKUM 

r 

MARJUI 
Pembina Tk.I (IV /b) 

NIP. 19680612 199710 1 001 


